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ABSTRAK 
 
Tindakan pembatalan sepihak terhadap perjanjian kerja sama penampilan artis 
sering menimbulkan sengketa mengenai dasar pertanggungjawaban hukum para 
pihak, khususnya terkait klasifikasi antara wanprestasi dan perbuatan melawan 
hukum. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi dasar pertimbangan hakim 
Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2107 K/Pdt/2015 mengenai pembatalan 
sepihak perjanjian kerja sama serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dan 
mengkaji akibat hukum dari pembatalan sepihak perjanjian kerja sama penampilan 
artis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 
hukum perjanjian, khususnya terkait penerapan asas pacta sunt servanda dan 
kepastian hukum dalam hubungan kontraktual. Metode penelitian yang digunakan 
adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan 
konseptual, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
serta dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Mahkamah Agung mengkualifikasikan pembatalan sepihak sebagai perbuatan 
melawan hukum (PMH), karena tindakan tersebut dilakukan secara sewenang-
wenang, tanpa melalui mekanisme pembatalan perjanjian yang sah sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata, serta melanggar hak subjektif pihak lain 
yang telah beritikad baik melaksanakan kewajibannya. Tindakan tersebut 
bertentangan dengan asas pacta sunt servanda dan asas itikad baik sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga menimbulkan kewajiban ganti rugi 
materiil bagi pihak yang melakukan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, putusan 
ini menegaskan pentingnya pelaksanaan perjanjian berdasarkan itikad baik dan 
kepastian hukum dalam hubungan kontraktual. 
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